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{. Pendahuluan

a. Latar belakang penyakit

virus Polio adalah virus yang termasuk dalam golongan Human Enterovirus yang bereplikasi di

usus dan dikeluarkan melalui tinja. virus Polio terdiri dari 3 strain yaitu strain-1 (Brunhildel, slrain-2

(lansig), dan strain-3 (Leon), termasuk familY Piclrnaviridae' Penyakit ini dapat menyobabkan

kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada cornu anterior dari sumsum tulang belakang

akibat infeksi virus.

Kebanyakan orang yang terinfeksi (90%) tidak mengalami geiala atau geiala yang sangat

ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain geiala awal yaitu Demam' kelelahan' sakit

kepala, muntah. kekakuan di leher dan nyeri di tuingkai

lndonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam menangani wabah virus polio ini'

Dengan adanya resolusi vvHo dan program The Globat Polio Eradication lnitiative pada l€]nun

lg88,lndonesiatelahmelaksanakanprogramimunisasinasionalpolioselama3tahunberturut.

turutpadatahun.lgg5,lgg6danlggT,sertatelahberhasilmemberantasviruspoliodilndonesia

sejaktahun1996'Namunpada13Maret2oo5ditemukankasuspoliopertamadiKecamatan

CidahuKabupatenSukabumi,JawaBaratSehinggadalamkurunwaktu2005sampaiawal2006'

kasus polio tersebut berkembang menjadi KLB yang menyerang 305 orang' dan tersebar di 47

kabupaten/ kota di 10 provinsi di lndonesia

Dalam dua tahun terakhir, tingkat vaksinasi anak secara global terhadap polio dan program

vaksinasi lainnya termasuk dl lndonesia, mengalami penurunan yang drastis akibat dampak dari

pandemi COVID-19. Hal ini dapat berakibat pada penyebaran kembali virus polio di beberapa

negara termasuk di lndonesia. Oleh sebab itu, cakupan vaksinasi polio harus tetap tinggi dan

upaya pengawasan perlu terus ditingkatkan. Penemuan kasus polio baru-baru ini' termasuk di

negara-negarayangselamabeberapadekadetidakditemukanlagikasuspolio,merupakan
peringatankuatbahwaSetiapnegaratetapberisikomengalamimunculnyakembalikasuspolio

sampai virus polio dieradikasi di seluruh dunia

lmunisasi merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan kasus polio. Upaya untuk

meningkatkan capaian dan cakupan imunisasi perlu terus ditingkatkan. selain itu pemerintah perlu

memastikan sistem surveilans kesehatan berjalan secara optimal, dan peningkatan edukasi dan

komunikasi kepada masyarakat melalui keriasama para pemangku kepentingan termasuk peran

aktif para tokoh masyarakat untuk berkomitmen guna terus mempertahankan status bebas polio ini

di lndonesia.

Tahun 201g, WHO telah melakukan penilaian risiko transmisi polio di lndonesia untuk tingkat

nasional Maupun provinsi. Hasil penilaian menunjukkan lndonesia beresiko tinggi dalam transmisi

Potio, dengan 23 Provinsi (76,5%) diantaranya berisi kotinggi, I Provinsi (23,5%) beresiko sedang

dan hanya ada dua provinsi yang memiliki resiko rendah, yaitu Yogyakarta dan Bali. sementara itu

untuk rata-rata cakupan OPV4 daritahun 2016- 2018, terdaapat 6 provinsi yang memillki rata-rata

cakupan kurang dari 80% yaitu Papua, Aceh, NTT, Kalimantan utara, Maluku utara, dan sumatera

Barat, yang artinya perltdungan terhadap virus polio tipe 1 dan 3 masih rendah'

Berdasaran capaian indikator non-Polio AFP Rate tahun 2019 per provinsi, ada 5 provinsi

yang memiliki perfoma Kurang dari 1i100.00 populasi kurang dari 15 tahun yaitu Riau, Kalimantan

utara, Kalimantan Tengah, NTB, dan Maluku utara. Kasus terbaru di awal November 2022,



Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 3 subkatogori pada

kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

'1. Subkategori Karakteristik Penyakit (literaturnim ehli), alasan sudah merladi ketetapan Ahli

2. Subkategori Pengobatan (literatur^im ahli), alasan sudah menjadi ketetapan Ahli

3. Subkategori Risiko lmportasi deklarasi PHEIC - WHO (literaturtim ahli), alasan sudah

menjadi ketetapan Ahli.

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada

kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

1. Subkategori Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli), alasan sudah

menjadi ketetapan Ahli

2. SubkatBgori Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli), alasan

sudah menjadi ketetapan Ahli

3. Subkategori Risiko lmportasi POLIO di wilayah lndonesia, alasan karena pada Tahun 2024

dilaporkan kasus Polio di lndonesia

4. Subkategori Dampak wilayah (periode KLB), alasan karena pada Tahun 2024 dilaporkan

kasus Polio di lndonesia.

b, Penilaian Kercntanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Polio terdapat beberapa kategori, yaitu Tninggi, Slsedang,

R/rendah, dan A/ abai, kategori tsrsebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kerentanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio tsrdapal 1 subkategori pada

kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu:

1. Subkategori Kepadatan Penduduk, alasan karena kepadatan penduduk sebesar 325,27

org/km2

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 2 subkategori pada

kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yailu :

1. Subkategori % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat, alasan karena

terdapat 96% cakupan sarana air minum yang tidak dilakukan pemeriksaan dan 34 o/o

cakupan sarana air minum yang tidak memenuhi syarat.

2. Subkategori Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi, alasan karena adanya transportasi

antara kabupaten kota setiap hari di Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

N
o

KATEGORI
fuaxarecont

NILAI PER
KATEGORI

BOBO
T (BI

INDEX
{NXB)

I raKarakteristik Penduduk adatan Penduduk T
2 Ketatranan Penduduk lolo cakupan imunisasi polio 4 A 27 .99 0.03

Ketahanan Penduduk l-v" peritiku sehat (CTPS,
henes)

PAMMK. R 31.10

4 Karakteristik
Linqkungan Berisiko

F/o sarana air minum tidak dioeriksa dan
hidak memenuhi syarat

S 20.7 4 2.07

Transportasi Antar
Kab/Kota/ Provinsi fra 

nsCortasi Antar Ka b/Kota/Provinsi S

13.64 13.64

6.53 065



c. Penilaaan kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang,

R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabet 3 di bawah ini

Tabel3. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kapasitas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2026

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 1 subkategori pada

kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Abai, yaitu :

1. Subkategori Pengendalian lingkungan dan Perilaku, alasan karena masih ada 96% sarana
air minum yang tidak dilakukan pemeriksaan dan 34 % sumbar air bersih yang belum
memenuhi syarat insfeksi kesehatan lingkungan sesuai standar kesehatan .

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 3 subkategori pada

kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Kebijakan publik, alasan karena tidak ada kebijakan kewaspadaan Polio,

tetapi menjadi perhatian tingkat Kepala Bidang terkait

2. Subkategori Pengobatan massal (PlN Polio), alasan karena penyakit ini dapat

menimbulkan sakit berat, cacat permanen, pengobatan hanya bersifat suportif,

efektifitasnya dianggap minimal atau ditetapkan sebagai bagian dari bioteroris namun

capaian imunisasi polio 4 kabupaten sebesar 95,1%.

No. KATEGORI
fuexnreconl

NILAI PER
KATEGORI

BOBOT (B) rNDEX (NXB)

1 Kebijakan publik lKebijakan public R 3.52 0.04
z Kelembagaan lKelembagaan S 3.52 0.35
J Program

pencegahan dan
pengendalian lnrooram 

imunisasi T 7.75 7.75

4 Program
pencegahan dan
pengendalian lPenOobatan 

massal (PlN Polio) R 2.37 0.02

5 Program
pencegahan dan
pengendalian

lPengendalian lingkungan Oan peritafu

I

A c. tc 0.00

6 Kualitas program
pencegahan dan
pengendalian PIE

lKualitas program pencegahan dan

loenOendalian 
PIE

s b tlb 0.67

7 Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

lFasilitas Pelayanan Kesehatan

I
I

S 3.40 0.34

I Surveilans Furveilans (SKD) s 8.89 U.T'U

9 Surveilans lSasaran deteksidini kasus Polio
l(human diseases surveillance)

T 7.06 7.06

10 Surveilans lPelaksanaan Deteksi Dini Polio di
lFasyankes (Puskesmas)

S s.08 0.s1

11 Surveilans lPelaksanaan Deteksi Dini Polio di
lFasyankes (RS)

T 11.20 11.20

12 Surveilans lsurveilans AFP T 10.10 't0.10

13 PE dan
penanggulangan
KLB

lPe Oan penanggulangan KLB

I

S 12.06 1.21

14 KapasitasLab lKapasitasLaboratorium R 1.75 a.o2
15 Promosi ItvteOia Promosi Kesehatan T 948 9.48



3. Subkategori Kapasitas Laboratorium, alasan karena masih lamanya waktu yang diperlukan

( 1 4 hari) untuk memperoleh konfi rmasi hasil pemeriksaan spesimen polio.

d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Polio didapatkan berdasarkan pertanyaan dari

pengisian Tools pemetaan yang terdiridarikategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di

dapatkan hasit karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko KabupaGn

Pangkajene dan Kepulauan dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel4. Penetapan Karakteristik Risiko Polio Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2026.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Polio di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk

tahun 2026, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 27.97 dari 100, sedangkan untuk

kerentanan sebesar 16.70 dari 100 dan nilaiuntuk kapasitas sebesar 50.04 dari 100 sehingga hasil

perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai

9.33 atau derajat risiko SEDANG.

Provinsi
Kota lPangkalene 0an Xepulau'an
Tahun lzoze

RESUME ANALISIS RISIKO POLIO
Ancaman 27.97
Kerentanan 16.70
Kapasitas 50.04

Derajat Risiko SEDANG

lsulawesi Selatan

RrsrKo 9.33



3. Rekonrendasi

1 7o sarana air
minum tidak
diperiksa dan
tidak memenuhi
syarat

Koordinasi dengan Lintas Sektor
terkait terkait (Dinas Perijinan, Dinas
Perdagangan dan Pemerintah
setempat) dalam penertiban Laik
Sehat pemilik sarana air minum

Pengelola
Program Kesling
Tingkat
Kabupaten dan
Puskesmas

Mei-
Desember
2026

2 % perilaku sehat
(crPS, PAMMK,
SBABS)

- Meningkatkan Kolaborasi lintas
seKor (Dinas Pendidikan,
Kementerian Agama dan
Kementerian Lingkungan Hidup)
terkait perilaku sehat

- Koordinasi dan Advokasi dengan
Pemangku kebijakan setempat
melalui Kegiatan Musrembang

Pengelola
Program
Promkes

JuliTahun
2026

Januari
sld
Februari
2427

3 % cakupan
imunisasipolio 4

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kemenkes terkait
kekosongan vaksin

- Melakukan Monev Penginputan
Cakupan lmunisasi padaAplikasi
ASIK Tingkat Kabupaten

Tim Survim

Tim Survim

Januari -
Desember
2426

Tiap
Triwulan
Tahun
2026

4 Pengendalian
lingkungan dan
Perilaku

Pengusulan Anggaran untuk
pengadaan reagen Uji Kualitas Air

Tim Kesling Juni-
Agustus
2026

Tim Survim5 Kebijakan publik Membuat Surat Edaran terkait
Kewaspadaan Penyakit Polio

Agustus
2026

Kapasitas
Laboratorium

Berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan Provinsi dan BBLK
Surabaya untuk pemantauan hasil
laboratorium

- Tim Survim
- Kemenkes,

provinsi, Lab
Rujukan

Juni-
Desember
2026

6

3 Mei 2026

I Kepala KenulauaI

SUB KATEGORI REKOMENDASI Ptc TIMELINE KET



TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO
PENYAKIT POLIO

LANGKAH PERTAMA AOALAH MERUMUSKAN MASALAH

1. MENETAPKAN SUBKATEGORI PRIORITAS

Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:

a. Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan

kapasitas

b. Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko

kategori kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai)
dan bobot tertinggi

c. Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko

kategori kapasitas lerendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggi)

dan bobot tertinggi

2. Menetapkan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti
a. Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing

maksimal tiga subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.

b. Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot

terendah (kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.

c. Unluk penyakit MERS, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu

ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya akan berfiaitan dengan kapasitas.

d. Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasl.

Tabel lsian :

Pe n Subkate ri da ka ri kerentanan

Peneta n Sub fl ditindak kerentanan

rioritas ri sitasn

No Subkategori Bobot Nilai Risiko
I Kepadatan Penduduk 13.64 T
2 % sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat 20.74 S
3 Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi 6.53 s
4 % perilaku sehat (CTPS, PAI\ilMK, SBABS) R
5 70 cakupan imunisasi polio 4 27.99 A

No Su Bobot Nilai Risiko
1 70 sarana air minum tidak ksa dan tidak memenuhi syarat 20.74 S
2 % perilaku sehat (CTPS, PAMMK SBABS) 31.10 R

o/o cakupan imunisasi polio 4 A

No Su n Eobot Nilai Risiko
1 PengenOalian lingkungan dan Perilaku 3.'15 A
2 KebUakan public 3.52
3 Pengobatan massql (PlN Polio) R
4 (apa ilas Laboratorium 1.75 R
5 PE dan penanggulangan KLB 12.06 s

31.10

27 .99

2.37
R



Pe

3. Menganalisis inventarisasi masalah darisetiap subkategori yang dapat

ditindaklanjuti

a. Memilih minimalsatu pertanyaan turunan pada subkategoriprioritas dengan nilai

jawaan paling rendahlburuk

b. Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode

5M (man, method, material, money, dan machine).

Kerentanan

No Subkategori Bobol NilaiRisiko
1 Pengendalian lingkungan dan Perilaku 3.15 A
2 Kebijakan public 3.52 R
3 Kapasitas Laboratonum 1.75 R

No Sub Kateoori Man Method Material Money Macine
1 % sarana air

minum tidak
diperiksa dan
tidak memenuhi
syarat

- Kurangnya
dukungan
lintas sektor
teri<ait dalam
penertiban
Laik Sehat
pemilik sarana
air minum

- Kurangnya
ketersediaan
reagen ujr
kualitas air di
Labkesmas
Tingkat ldan
lt

- Kurangnya
alokasi
anggaran
untuk
pengadaan
peralatan
inspeksi dan
sanitarian kit
yang
memadai

- Keterbatasa
n dana
operasional
untuk
pemeriksaan
laboratorial
rutin dan
biaya
transportasi
petugas
inspeksi.

o4 % perilaku
sehat (CTPS,
PAMMK,
SBABS)

- Masih
kurangnya
kolaborasi
lintas sektor
(Dinas
Pendidikan,
Kementerian
Agama dan
Kementerian
Lingkungan
nidup)

Beium
maksimalnya
sarana yang
mendukung
untuk kegiatan
CTPS di
sekolah

Tldak adanya
dukungan
anggaran baik
APBD Tingkat
I maupun
Tingkat ll

3 % cakupan
imunisasipolio
4

-Beban
Pekerjaan
Petugas
sangat
Tinggi

- Ada
Perbedaan
Data
Sasaran
Pusdatin
denoan

Aplikasi
ASIK
sering
mainten
ance
sehingg



Data Rilldi
Lapangan

- Pemah
terjadi
kekosongan
Vaksin

a
petugas
terhamb
at
menginp
ut Data
Cakupa
n

No Sub Kateoori Man Method Material Money Macine
1 Pengendalian

lingkungan dan
Perilaku

Masih ada

96% sarana

air minum

yang tidak

dilakukan

pemeriksaan

dan 34 o/o

sumbar air

bersih yang

belum

memenuhi

syarat insfeksi

kesehatan

lingkungan

sesuai standar

kesehatan

Kurangnya
ketersediaan
reagen/ alat
sanitarian kit
untuk
pemeriksaan
di lapangan.

Kurangnya
alokasi
anggaran
untuk
pengadaan
peralatan
inspeksi dan
sanitarian kit
yang
memadai
Keterbatasan
dana
operasional
untuk
pemeriksaan
laboratonal
rutin dan
biaya
transportasi
petugas
inspeksi.

2 Kebijakan
publik

karena tidak

ada kebijakan

kewaspadaan

Polio, tetapi

menjadi

perhatian

tingkat Kepala

Bidang terkait

J Kapasitas
Laboratorium

masih
lamanya
waktu yang
diperlukan (14
hari) untuk
memperoleh
konflrmasi
hasil
pemeriksaan
spesimen
polio



4. masalah ditindakla
Kurangnya dukungan lintas sektor terkait dalam penertiban Laik Sehat pemilik sarana air minum1

2 Kurangnya ketersediaan reagen uji kualitas air di Labkesmas Tingkat I dan ll

3 Masih kurangnya kolaborasi lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Kementeriar
Lingkungan Hidup)

4 Beban Pekerjaan Petugas sangat Tinggi

5 Belum maksimalnya sarana yang mendukung untuk kegiatan CTPS disekotah

6 Tidak adanya dukungan anggaran baik APBD Tingkat I maupun Tingkat il

Data Sasaran Pusdatin dengan Data Rill di Lapangan7 AdaPerbedaan

8 Pemah terjadi kekosongan Vaksin

anggaran untuk pembelian paket data untuk penginputan Aplikasi Sehat
lndonesia ku di luar gedung faskes

9 Terbatasnya ketersediaan

10 Aplikasi ASIK sering maintenance sehingga petugas terhambat menginput Data Cakupan

11. Tidak ada kebijakan kewaspadaan Polio, tetapi menjadi perhatian Kepala Bidang terkait

12 Masih lamanya waktu yang diperlukan (14 hari) untuk memperoleh konfirmasi hasil pemeriksaar
spesimen polio

5. Rekomendasi

1 % sarana air
minum tidak
diperiksa dan
tidak memenuhi
syarat

Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait
terkait (Dinas Perijinan, Dinas Perdagangan
dan Pemerintah setempat) dalam penertiban
Laik Sehat pemilik sarana air minum

Pengelola
Program
Kesling
Tingkat
Kabupaten
dan
Puskesmas

Mei-
Desember
2026

2 % perilaku sehat
(CTPS, PAMMK,
SBABS)

- Meningkatkan Kolaborasi lintas sektor
(Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan
Kementerian Lingkungan Hidup) terkait
perilaku sehat
- Koordinasi dan Advokasi dengan
Pemangku kebijakan setempat melalui
Kegiatan Musrembang

Pengelola
Program
Promkes

JuliTahun
2026

Januari
s/d
Februari
2fr27

3 % cakupan
imunisasi polio 4

- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kemenkes terkait kekosongan
vaksin
- Melakukan Monev Penginputan Cakupan
lmunisasi padaAplikasi ASI K Tingkat
Kabupaten

Tim SuMm

Tim Survim

Januari -
Desember
2426

Tiap
Triwulan
Tahun
2026

4 Pengendalian
lingkungan dan
Perilaku

Pengusulan Anggaran untuk pengadaan
reagen Uji Kualitas Air

Tim Kesling Juni-
Agustus
2026

5 Kebijakan publik Membuat Surat Edaran terkait Kewaspadaan
Penyakit Polio

Tim Survim Agustus
zvzo

NO SUB KATEGORI REKOMENDASI TIMELINE KET



o Kapasitas
Laboratorium

Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Provinsi dan BBLK Surabaya untuk
pemantauan hasil laboratorium

- Tim Survim
- Kemenkes,

provinsi,
Lab.
Rujukan

Juni-
Desember
2026

6. Tim penyusun

Nama Jabatan lnstansi
Salfishar Nur Lavla, MM Kabid P2P Dinkes Panokep

uhamaad Anas M, SKM, M. Kes Subkoordinator Survim Dinkes Panqkep
iArif, SKM Subkoordinator Kesling dan Kesjaor Dinkes Pangkep

SST Kepala Labkesda Labkesda Kab. Pangkep
uhammad Taufik Rasyid, SKM Pengelola Program Promosi Kesehatan Dinkes Pangkep

Latief. SKM, M. Kes Pengelola Program Surveilans Dinkes Pangkep
7. loctaviani Ramli, SKM Pengelola Program Imunisasi Dinkes Panokep

IM
ln
lrrlillr
lillil

I

I
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